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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini dengan
baik. Renja Perubahan ini disusun sebagai upaya untuk menjawab
tantangan dan dinamika perubahan lingkungan strategis, serta sebagai

langkah konkret dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini, kami mengacu pada
berbagai peraturan dan pedoman yang berlaku, serta memperhatikan
berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Dokumen ini diharapkan
dapat menjadi panduan bagi seluruh jajaran organisasi dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan ini tidak
akan terwujud tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh
karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan

dukungannya dalam proses penyusunan dokumen ini.

Kami berharap Renja Perubahan ini dapat memberikan arah yang
jelas dan terukur bagi organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan
di masa depan, serta dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi dan
perbaikan berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kinerja organisasi dan

pelayanan kepada masyarakat.
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BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana
Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-
2026 serta mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik
pada aspek lingkungan maupun kebijakan dari Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Cimahi.

Penyusunan Renja mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ketentuan ini
diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, yang menegaskan
pentingnya penyesuaian dokumen RKPD terhadap arah kebijakan terbaru

serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, Perubahan RKPD Kota Cimahi
Tahun 2025 disusun sebagai respons strategis terhadap dinamika
kebijakan pembangunan yang mengalami pergeseran signifikan pada awal
periode perencanaan tahun 2025. Periode ini menandai fase transisi
pemerintahan di tingkat nasional dan daerah, ditandai dengan pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah hasil Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Perubahan
kepemimpinan tersebut melahirkan dokumen perencanaan jangka
menengah baru, baik di tingkat nasional melalui Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, maupun di
tingkat daerah melalui RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan
RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029, yang membawa arah kebijakan
dan prioritas pembangunan baru. Kondisi ini menuntut pemerintah
daerah untuk segera menyesuaikan RKPD agar tetap selaras dengan visi

dan misi kepala daerah terpilih, serta sinergis dengan kebijakan nasional



dan provinsi yang menjadi acuan utama dalam penyusunan program dan

kegiatan pembangunan tahun berjalan.

Selain kerangka perencanaan, Perubahan RKPD Tahun 2025 juga
merespons terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan
Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2025, yang menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk
menyesuaikan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
terhadap prioritas nasional dan hasil Pilkada Serentak 2024.
Penyesuaian ini mencakup integrasi isu-isu strategis nasional seperti
pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan stunting
dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta penguatan sektor
ketahanan pangan, industri kreatif, dan penciptaan lapangan kerja
produktif.

Lebih lanjut, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang tentang Penyesuaian dan
Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2025, menekankan pentingnya efisiensi
anggaran operasional dan optimalisasi alokasi belanja pada sektor
prioritas. Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dan
mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan refocusing belanja ke
sektor strategis, membatasi belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas
dan honorarium, serta menyesuaikan rencana pendapatan terutama yang
bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini berdampak
langsung terhadap struktur dan komposisi belanja dalam dokumen

RKPD, sehingga memerlukan penyesuaian melalui proses perubahan.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 serta realisasi
capaian pembangunan hingga Triwulan I Tahun 2025, teridentifikasi
adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap sejumlah
aspek substansi perencanaan. Sehingga perlunya penyelarasan terhadap

indikator kinerja, target sasaran, prioritas pembangunan, dan alokasi



pendanaan, agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif,
efisien, dan adaptif terhadap dinamika kondisi aktual. Penyesuaian ini
juga penting untuk memperkuat konsistensi antara dokumen
perencanaan tahunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah, serta untuk memastikan tercapainya hasil yang terukur dan

berdampak langsung bagi masyarakat.

Perubahan Renja Tahun 2025 ini juga menjadi dasar penyusunan
Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun
Anggaran 2025, serta menjadi bahan sinkronisasi penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025. Oleh karena itu, penyusunan dokumen ini tidak hanya bersifat
teknis-administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga kesinambungan
perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, penyusunan
Perubahan Renja Kota Cimahi Tahun 2025 merupakan langkah yang
sistematis, terukur, dan berbasis regulasi untuk menjamin keterpaduan
perencanaan pembangunan tahunan dengan arah  kebijakan
pembangunan nasional, provinsi, dan kota. Dokumen ini menjadi wujud
komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan pembangunan
yang terencana, responsif, dan akuntabel dalam mewujudkan tujuan

pembangunan daerah.



Melalui Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat memberikan dukungan
terhadap pencapaian visi misi Kota Cimahi sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi yang diamanatkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun

2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
89);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
S8);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sebagaimana telah mengganti Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembar
Negara Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembar
Negara Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
TataCara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal
11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23
Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi

Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025;



29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;

30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);

31. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (dalam
proses penetapan);

32. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Cimahi Tahun 2025-2045; dan Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota
Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);

33. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi; dan

34. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024-2026
(Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan
Berita Daerah Nomor 139).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan antar bidang urusan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam
pembangunan daerah, juga sebagai pedoman dalam tahapan
penganggaran, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta

Rancangan Perubahan APBD Kota Cimahi dalam penyempurnaan



rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Cimahi Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas

Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025 adalah:

1.

Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi, terutama

program-progam prioritas pada tahun 2025;

. Mewujudkan keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif dan
efisien;

Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan
Perubahan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 sebagai berikut:

1.

Perkembangan yang Tidak Sesuai dengan Asumsi Awal

Terdapat pergeseran prioritas pembangunan dibandingkan dengan
yang telah direncanakan dalam RKPD Murni Tahun 2025. Perubahan
ini terjadi sebagai akibat dari dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan
yang berkembang setelah penetapan dokumen perencanaan awal,
sehingga memerlukan penyesuaian substansi untuk menjamin
relevansi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Perubahan Pagu Anggaran Program, Kegiatan, atau Subkegiatan
Perubahan dalam struktur anggaran terjadi pada tingkat program,
kegiatan, maupun subkegiatan. Penyesuaian pagu ini dilakukan baik
karena adanya arahan efisiensi dan refocusing belanja daerah
sebagaimana diamanatkan dalam regulasi, maupun sebagai tindak
lanjut atas kebijakan pembangunan yang baru. Penyesuaian ini
diperlukan untuk menjaga akuntabilitas fiskal serta mendukung
prioritas pembangunan daerah dan nasional.

Perubahan Target Kinerja

Terdapat penyesuaian terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam
dokumen perencanaan awal. Perubahan ini merupakan bagian dari

proses penyelarasan terhadap capaian aktual, kapasitas pelaksanaan,



serta kebutuhan pencapaian target pembangunan strategis sesuai
dengan arah kebijakan terbaru.

4. Perubahan Struktur Anggaran Daerah
Struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah mengalami
perubahan sebagai akibat dari realisasi fiskal dan perkembangan
ekonomi daerah. Penyesuaian ini penting untuk menjaga
keseimbangan fiskal serta memastikan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan program pembangunan daerah.

5. Terdapat kebijakan anggaran tingkat Kota Cimahi dengan mengurangi
pos belanja tertentu untuk dialihkan menjadi program prioritas
lainnya, sehingga pengurangan anggara ini harus dilakukan
penyesuaian melalui Renja Perubahan.

6. Penyesuaian Outcome dan Output
Sejumlah subkegiatan mengalami penyesuaian output akibat
perubahan pagu yang bersumber dari pemerintah pusat atau
penyesuaian teknis pelaksanaan berdasarkan petunjuk operasional.
Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara
rencana pelaksanaan dengan ketentuan teknis yang berlaku.

7. Penyesuaian terhadap Regulasi Terbaru
Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan
regulasi yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan
penyesuaian terhadap arah pembangunan dan pengelolaan keuangan
daerah. Dokumen Renja perlu direvisi untuk mengakomodasi
kebijakan tersebut secara konsisten dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan.

8. Dukungan terhadap Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi
Tahun 2025
Perubahan RKPD juga diarahkan untuk memperkuat sinergi dengan
sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN
Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2025, serta sasaran pembangunan
Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Hal ini
dilakukan untuk memastikan integrasi antara  prioritas

pembangunan lintas level pemerintahan secara menyeluruh.

1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan

Informasi Kota Cimahi tahun 2025 sebagai berikut:



BAB 1

BAB 1II

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD,

proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja

SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja

K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan
SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD serta
tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Maksud dan Tujuan,

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan
Memuat Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-
2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
Mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya
pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
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BAB III

BAB IV

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra SKPD.

3.3. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan

PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah

pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.
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BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah.
Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Komunikasi
dan Informatika Tahun 2025 baik Program, Kegiatan maupun Sub

Kegiatan telah menacapai target sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:
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Tabel 2.1. Rekapiatulasi Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kota Cimahi

i Hasil P

Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Kota Cimahi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)/2023

Target program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Indikator Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Realisasi Kegiatan (Renja
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kinerja Program Satuan Program (Renstra Perangkat Hasil Program dan Target Renja Renja _ Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (outcomes)/ Daerah) Tahun 2023-2026 Keluaran Kegiatan s/d Perangkat Peranakat Tingkat tahun Program dan Kegiatan Realisasi Target
Kegiatan (output dengan tahun (n-3)/2022 Daerah tahun Da ergh Realisasi (%) n-1)12025 sld tahun berjalan Renstra (%s)l
(n-2)/2024 tahun (n-2)(2024 (tahun n-1)/2025
1 2 3 4 5 6 7 8=(76) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
16 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) Indeks 36 41 415 101,22 415 415 100%
Indeks Keterbukaan Informasi Publik Persen 92% 90,75 93,64 103,18 047 0 0%
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan
16 | 02 Komunikas {Nilai [ndeks) Nilai Indeks 490 475 450 94,74 45 225 50%
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Persentase perangkat daerah yang menggunakan
Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan
16 | 03 2,01 Lingkup terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Persen 90% 90% 90% 100,00 0 0 0%
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
16 | 03 | 201 | ooo3 | Pemerintah Daerah Uit 7 - 75 75 100,00 0 0 0%
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di
16| 03 | 202 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pusat data Pemerintah Daerah Persen 95 90 90 100,00 90 90 100%
Sub Kegiatan Pe dan Peng e- Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan
government dalam Penyelenggaraan Pengawasan E -Government dalam
16 03 202 0001 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dokumen 4 ° ! ! 100,00 0 0 0%
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang
16 | 03 | 202 | ooo3 | Daerah Dikelola Unit 1 - 1 1 100,00 0 0 0
Sub Kegiatan Pengembangan  Aplikasi dan Proses Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan
16 03 2,02 0007 Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Unit 12 - 3 3 100,00 0 0 0
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan
16 | 03 2,02 0008 Layanan Pemerintah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Layanan 4 - 1 1 100,00 0 0 0
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Jumlah Dokumen Program Inovasi yang
Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan
16 | 03 | 202 | ooog | Cerdas Smart City Dokumen 4 - 1 1 100,00 0 0 0
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Indik Realisasi T Kineri Tahun Lalu (n-2)/2023 Target program dan Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kine:jaI Part:grram Target Kinerja Capalan e:ellss?lsll’r:ég:r; c;::r]a Target Renja Realisasi kegiatan (Renja Realisasi Capaian
Kode | Satuan Program (Renstra Perangkat " 9 J Renja . Perangkat Daerah pai Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (outcomes)/ Daerah) Tahun 2023-2026 Keluaran Kegiatan s/d Perangkat Peranakat Tingkat tahun Program dan Kegiatan Realisasi Target
Kegiatan (output) dengan tahun (n-3)/2022 Daerah tahun 9 Realisasi (%) s/d tahun berjalan g
(n-2)/2024 Daerah n-1)/2025 (tahun n-1)/2025 Renstra (%)
tahun (n-2)/2024
Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan
16 03 2,02 0015 lingkungan Pemda SPBE di lingkungan Pemda Dokumen 1 1 0 0%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali
16 03 2,02 0016 Daerah dengan Pusat Data Nasional Dokumen 1 1 1 100%
Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau
16 03 2,02 0020 Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana Aplikasi 3 3 0 0%
rencana SPBE pemerintah daerah SPBE pemerintah daerah
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan
Layanan Pemerintah Daerah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
16 [ 03 | 202 0021 Aplikasi 1 1 1 100%
Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota Peranakat
16 03 2,02 0024 sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerg\h 30 30 30 100
Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas X 0%
16 | 03 | 202 0027 | sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas Inovasi 15 15 0 ’
2 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran
Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui
16 02 Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Persen 100% 100% 100% 100,00 100% 0% 65%
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase analisis berita yang berkonten positif
16 | 02 | 201 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 87% 84% 84% 100,00 87% 91,5% 105%
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan
16 | 02 | 201 | o005 Media Komunikasi Publik Dokumen 48 12 12 100,00 0 0 0%
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
16 | 02 | 201 0006 Dokumen 48 12 12 100,00 0 0 0%
16 02 201 0007 Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media Layanan 10 } 10 10 100,00 0 0 0%
Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang
memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi
16 | 02 2,01 0014 dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan Aktivitas 12 12 4 42%
3. aktif dalam kegiatan relasi media
Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang
16 02 2,01 0017 diselesaikan sesuai peraturan perundangan Permohonan 84 84 37 44%
16 02 201 0023 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik Konten 1000 1000 748 75%
20 URUSAN STATISTIK Indeks Pembangunan Statistik Indeks 303 ; 3 302 100,67 302 302 99,67%
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)/2023

Target program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Indikator Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Realisasi Kegiatan (Renja
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kinerja Program Satuan Program (Renstra Perangkat Hasil Program dan Target Renja Renja _ Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (outcomes)/ Daerah) Tahun 2023-2026 Keluaran Kegiatan s/d Perangkat Peranakat Tingkat tahun Program dan Kegiatan Realisasi Target
Kegiatan (output) dengan tahun (n-3)/2022 Daerah tahun g Realisasi (%) s/d tahun berjalan g
(n-2)/2024 Daerah n-1)/2025 (tahun n-1)/2025 Renstra (%)
tahun (n-2)/2024
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK Persentase Perangkat Daerah yang memiliki
20 02 SEKTORAL keier;e:ﬂaan data statistik sesuai dengan prinsip Persen 100% 100% 100% 100,00 47% 100% 100,00%
satu data
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang
20 02 201 Daerah Kabupaten/Kota memenuhi standar data Data Set 1400 300 300 100,00 325 0 0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
20 02 2,01 0001 Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Dokumen 20 20 20 100,00 0 0 0%
Data Statistik Sektoral Data Statistik Sektoral
Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam
20 02 201 0002 Daerah dalam Pgnmgkatgn Mutu Statistik Per]lngkatalj Mutu Statistik Daerah yang Orang 270 R 60 60 100,00 0 0 0%
Daerah yang Terintegrasi Terintegrasi
Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di
20 | 02 | 201 | ooo7 bidang statistik Orang 180 180 60 34%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah
20 02 201 0010 Prinsip Satu Data Indonesia dilengkapi metadata Dokumen 2 2 5 25%
URUSAN PERSANDIAN Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Indeks 400 410 534 130,24 535 0 0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan
21 02 UNTUK PENGAMANAN INFORMASI !ayanan per_s_andlan d_alam rangka pengamanan Persen 100% 100,00% 100,00% 100,00 100,00% 100,00% 100%
informasi milik pemerintah
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat
2 02 2,01 Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah elektronik Persen 6 4 4 100,00 4 49 1225%
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi ,
211 02 | 201 | 0002 | nformasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Laporan 10 - 2 2 100,00 3 0 0%
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Jumlah Perangkat Daerah yang Telah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
21 | 02 | 201 | o004 Perangkat 30 2 2 100,00 2 30 120%
Daerah
Kegiatan Py Polat gan K i Sandi Persentase titik yang diamankan dibanding dengan
Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi
21 | 02 | 2,02 Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah Persen 30 100 100 100,00 100 30 30%
berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;
Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam
21 02 202 0001 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jaring Komunikasi Sandi Pgraag%ﬁat 2 30 30 1,00 30 30 100%
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)/2023

Target program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Indikator Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Realisasi Kegiatan (Renja
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kinerja Program Satuan Program (Renstra Perangkat Hasil Program dan Target Renja Renja _ Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (outcomes)/ Daerah) Tahun 2023-2026 Keluaran Kegiatan s/d Perangkat Peranakat Tingkat tahun Program dan Kegiatan Realisasi Target
Kegiatan (output) dengan tahun (n-3)/2022 Daerah tahun 9 Realisasi (%) s/d tahun berjalan g
(n-2)/2024 Daerah n-1)/2025 (tahun n-1)/2025 Renstra (%)
tahun (n-2)/2024
NON URUSAN Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
56,50 55,50 86,93 1,57 55,50 86,93 154%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Sakip Pemerintah Daerah
16 | 01 Kabupaten/Kota Nilai Angka 81 - 80,00 80,05 1,00 80,06 0 88%
Indeks Profesionalitas ASN
Nilai Angka 79,68 - 79,48 95,98 1,21 96,00 0 0%
Nilai IKM Perangkat Daerah
Nilai Angka 84,92 - 84,72 84,72 1,00 84,82 0 0%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi
16 | o1 | 201 Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Persen 100% 100% 100% 1,00 100% 50% 50%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah
16 | o1 | 201 | ooor | Perangkat Daerah Dokumen 9 - 2 2 1,00 2 1 50%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
16 | 01 | 201 | 0007 Laporan 64 - 16 16 1,00 16 4 20%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;
16 | o1 | 203 Perangkat Daerah 48 12 12 1,00 12 3 25%
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik
16 | o1 | 203 | o002 Daerah SKPD Dokumen 20 5 5 1,00 5 1 20%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang o
16 | 01 2,06 urusan pemerintahan daerah Bulan 48 - 12 12 1,00 12 3 20%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
16 | 01 2,06 0002 Disediakan Paket 160 - 40 40 1,00 40 1 27,5%
16 01 206 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah. Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 60 } 15 15 1,00 15 7 4%
Penggandaan yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16 | o1 | 206 | ooos | Kantor yang Disediakan Paket 12 - 3 3 1,00 3 0 0%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
16 | o1 2,06 0009 Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 235 . 60 50 0,83 60 6 10%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah bulan Pengadaan Barang Milik Daerah .
16 | 01 | 207 Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bulan 12 12 4 33%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 1 1 100%
Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan °
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)/2023

Target program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Indikator Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Realisasi Kegiatan (Renja
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kinerja Program Satuan Program (Renstra Perangkat Hasil Program dan Target Renja Renja _ Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (outcomes)/ Daerah) Tahun 2023-2026 Keluaran Kegiatan s/d Perangkat Peranakat Tingkat tahun Program dan Kegiatan Realisasi Target
Kegiatan (output) dengan tahun (n-3)/2022 Daerah tahun 9 Realisasi (%) s/d tahun berjalan g
(n-2)/2024 Daerah n-1)/2025 (tahun n-1)/2025 Renstra (%)
tahun (n-2)/2024

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang

16 | 01 2,08 Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah Bulan 48 - 12 12 1,00 12 3 20%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

16 | 01 2,08 0001 Laporan 64 - 16 16 1,00 16 4 25%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

16 | 01 2,08 0002 Laporan 64 - 16 16 1,00 16 4 25%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan

16 | 01 | 208 | 0004 Umum Kantor yang Disediakan Laporan 64 - 16 16 1,00 16 4 25%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah

16 | 01 | 2,09 Urusan Pemerintahan Daerah Bulan 48 - 12 12 1,00 12 3 25%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak . )

16 01 2,09 0002 Operasional atau Lapangan dan Perizinannya Unit 20 - 5 5 1,00 5 5 100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

16 o1 2,09 0009 dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 1 1 1,00 1 0 0
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

16 | 01 2,09 0010 Unit 7 - 15 15 1,00 18 10 55%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan

16 | 01 | 205 administrasi kepegawaian Persen 100 100 100 1,00 100 100 100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut

16 | 01 | 205 | 0002 Kelengkapan Paket a7 0 0%
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan

16 | 01 | 205 | o010 Perundang-Undangan Orang 40 - 40 40 1,00 45 45 100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis

16 | o1 2,05 0011 Undangan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 1 1 0 0%
Kegiatan Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;

16 | 01 2,02 Dokumen 48 12 12 1,00 12 3 25%
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)/2023

Target program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Indikator Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Realisasi Kegiatan (Renja
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kinerja Program Satuan Program (Renstra Perangkat Hasil Program dan Target Renja Renja _ Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (outcomes)/ Daerah) Tahun 2023-2026 Keluaran Kegiatan s/d Perangkat Peranakat Tingkat tahun Program dan Kegiatan Realisasi Target
Kegiatan (output) dengan tahun (n-3)/2022 Daerah tahun 9 Realisasi (%) s/d tahun berjalan g
(n-2)/2024 Daerah n-1)/2025 (tahun n-1)/2025 Renstra (%)
tahun (n-2)/2024
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan
16 | o1 | 202 | oot ASN Orang 136 - 34 % 1,00 34 %4 100%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Ju